
B U P A T I BOMBANA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR 112 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA 
(ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan un tuk melaksanakan program Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bombana yang termaktub dalam visi dan 
misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana Periode 2017-2022 
yang salah satunya adalah Program Gembira Desa dengan 
mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana 
Desa kepada Desa-Desa di Kabupaten Bombana maka perlu 
diatur dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana 
tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program 
Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana 
Tahun Anggaran 2021. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,rTambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); n / 
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EUPATI BOMIBANA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA " 
NOMOR I/2 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA 
(ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BOMBANA, 
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Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan untuk melaksanakan program Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bombana yang termaktub dalam visi dan 
misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana Periode 2017-2022 
yang salah satunya adalah Program Gembira Desa dengan 
mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana 
Desa kepada Desa-Desa di Kabupaten Bombana maka perlu 
diatur dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana 
tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program 
Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana 
Tahun Anggaran 2021. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tibahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul , dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa 
dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta 
Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 
dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat 
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 
6 (enam) Tahun. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah 
penjabaran dari RPJM Desa un tuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh 
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

14. Keputusan Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
16. Aset Desa adalah barang mil ik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 

dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang 
Sah. 

17. Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) adalah kegiatan yang sumber 
dananya berasal dari Alokasi Dana Desa. 

18. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur 
Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa. 

19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 
PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan 
Keputusan Kepala Desa un tuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. 

20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

21 . Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa adalah bantuan 
keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bantuan 
keuangan yang digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan 
Desa, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa. 

22. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk 
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa 
dalam memberdayakan masyarakat. 

23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang 
dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa. 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan ibewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \\ / 
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batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa 
dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta 
Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 
dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat 
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 
6 (enam) Tahun. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh 
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

14. Keputusan Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 

dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang 
Sah. 

17. Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) adalah kegiatan yang sumber 
dananya berasal dari Alokasi Dana Desa. 

18. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur 
Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa. 

19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 
PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan 
Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. 

20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

21. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa adalah bantuan 
keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bantuan 
keuangan yang digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan 
Desa, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa. 

22. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk 
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa 
dalam memberdayakan masyarakat. 

23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang 
dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa. 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan �eyan Perwakilan Rakyat 
Daenili, dan ditetapkan d=gan Perntu= Daernh. �i 
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati in i adalah sebagai pedoman bagi Perangkat 
Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bombana dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Program Gembira 
Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2021. 

Pasal 3 
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati in i adalah: 
a. untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengalokasian Dana 

Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2021. 
b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Program Gembira Desa (Alokasi 

Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2021 secara tertib, efektif, efisien, transparan 
dan akuntabel; dan 

c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan 
potensi Desa. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
Ruang l ingkup Peraturan Bupati in i meliputi: 
a. sumber dana, 
b. pengalokasian dan penetapan besaran dana Program Gembira Desa, 
c. persyaratan dan mekanisme penyaluran dana Program Gembira Desa, 
d. tahapan peyaluran, 
e. t im asistensi dan t im fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan, 
f. sanksi penundaan, 
g. pembinaan dan pengawasan. 

BAB IV 
SUMBER DANA 

Pasal 5 
(1) Sumber dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun 

Anggaran 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021. 

(2) Alokasi Dana Desa diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana 
perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima 
Kabupaten. 

(3) Besaran Pengalokasian dan Penggunaan Dana Program Gembira Desa (Alokasi 
Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2021 untuk setiap Desa adalah Rp. 
500.000.000,- (lima ratus ju ta rupiah) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati in i . 

Pasal 6 
Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2021 
merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah 
Kabupaten Bombana ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. 

BAB V 
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA 

PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS) 
Bagian Kesatu 

Pengalokasian Dana Program Gembira Desa 
Pasal 7 

(1) Pengalokasian Program Gemtlira Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (3) mempertimbangkan : U . | 

1 v 5 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat 
Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bombana dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Program Gembira 
Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2021. 

Pasal 3 
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah: 
a. untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengalokasian Dana 

Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2021. 
b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Program Gembira Desa (Alokasi 

Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2021 secara tertib, efektif, efisien, transparan 
dan akuntabel; dan 

c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan 
potensi Desa. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

0 Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. sumber dana, 
b. pengalokasian dan penetapan besaran dana Program Gembira Desa, 
c. persyaratan dan mekanisme penyaluran dana Program Gembira Desa, 
d. tahapan peyaluran, 
e. tim asistensi dan tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan, 
f. sanksi penundaan, 
g. pembinaan dan pengawasan. 
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BAB IV 
SUMBERDANA 

Pasal 5 
(1) Sumber dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun 

Anggaran 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021. 

(2) Alokasi Dana Desa diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana 
perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima 
Ka bu paten. 

(3) Besaran Pengalokasian dan Penggunaan Dana Program Gembira Desa (Alokasi 
Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2021 untuk setiap Desa adalah Rp. 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 
Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun Anggaran 2021 
merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah 
Kabupaten Bombana ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. 

BABV 
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA 

PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS) 
Bagian Kesatu 

Pengalokasian Dana Program Gembira Desa 
Pasal 7 

(1) Pengalokasian Program Gem� ·ra Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (3) mempertimbangkan:\\f 
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a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. tunjangan Perangkat Desa dan BPD; 
c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD; 
d. insentif Pelayan Masyarakat Desa; 
e. operasional Kelembagaan Desa; 
f. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; 
g. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional; 
h. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 
i . operasional Majelis Tal im; 

j . operasional Dasawisma; 
k. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD; dan 
1. biaya pembebasan lahan Sarana Olabraga Desa. 

(2) Pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain: 
a. imam desa dan imam masjid; 
b. pendeta; 
c. pandita; 
d. perawat Desa; 
e. dukun terlatih; 
f. anggota LINMAS; 
g. pengelola Air Bersih Desa; 
h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
i . pengelola Listrik Desa; dan 
j . Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) di Desa. 
(3) Bupati dapat menentukan besaran persentase program Gembira Desa minimal 

merata dan program Gembira Desa formulasi dengan pertimbangan untuk 
mengurangi kesenjangan pengalokasian program Gembira Desa. 

Bagian Kedua 
Rumusan Penetapan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) 

Pasal 8 
Rumus yang digunakan dalam perhitungan Program Gembira adalah Asas Merata 
yaitu besaran bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa. 

Pasal 9 
(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melakukan 

perhitungan rincian Program Gembira Desa yang diterima setiap Desa; 
(2) Rincian Program Gembira Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati in i . 

Bagian Ketiga 
Penggunaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) 

Pasal 10 
Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) digunakan untuk mendanai 
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

Pasal 11 
Penggunaan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun 
Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai ber ikut : 
1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat. 
2) Tunjangan Jabatan/Kedudukan Kepala Desa dan BPD. 
3) Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD. 
4) Dana Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, 

Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Tal im, P2TP2A di Desa Han Posyandu.^f 
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a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. tunjangan Perangkat Desa dan BPD; 
c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD: 
d. insentif Pelayan Masyarakat Desa: . ' e. operasional Kelembagaan Desa; 
f. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa· 
g. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional; 
h. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 
i. operasional Majelis Ta'lim; " 
j. operasional Dasawisma; 
k. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD: dan 
1. biaya pembebasan lahan Sarana Olabraga Desa. 

(2) Pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain: 
a. imam desa dan imam masjid; 
b. pendeta; 
c. pandita; 
d. perawat Desa; 
e. dukun terlatih; 
f. anggota LINMAS; 
g. pengelola Air Bersih Desa; 
h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
i. pengelola Listrik Desa; dan 
j. Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) di Desa. 
(3) Bupati dapat menentukan besaran persentase program Gembira Desa minimal 

merata dan program Gembira Desa formulasi dengan pertimbangan untuk 
mengurangi kesenjangan pengalokasian program Gembira Desa. 

Bagian Kedua 
Rumusan Penetapan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) 

Pasal 8 
Rumus yang digunakan dalam perhitungan Program Gembira adalah Asas Merata 
yaitu besaran bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa. 

Pasal 9 
(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melakukan 

perhitungan rincian Program Gembira Desa yang diterima setiap Desa; 
(2) Rincian Program Gembira Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Penggunaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) 

Pasal 10 
Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) digunakan untuk mendanai 
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

Pasal 11 
Penggunaan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Tahun 
Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut : 
1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat. 
2) Tunjangan Jabatan/Kedudukan Kepala Desa dan BPD. 
3) Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD. 
4) Dana Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawism, 

Kopemuda=, L=baga Adat, Majelis �•- P2TP2A di De�\= Posyanduf 



5) Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa. 
6) Biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana 

Olahraga Desa. 
7) Kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan. 
8) Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. 
9) Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
10) Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. 
11) Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat 

Padat Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh Persen) 
dari total anggaran kegiatan. 

12) Biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa. 
13) Dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Pasal 12 
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan 

selama dua belas bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi yang 
teknis pelaksanaannya diatur oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Q (PPKD). 
(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada 

minggu pertama bulan berikutnya. 
(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 

berikut: 
a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit per bulan 

sebesar Rp. 2.426.640,- (dua ju ta empat ratus dua puluh enam r ibu enam 
ratus empat pu luh rupiah). 

b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan 
sebesar Rp. 2.224.420,- (dua j u t a dua ratus dua pu luh empat r ibu empat 
ratus dua pu luh rupiah). 

c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan 
paling sedikit per bulan per-orang sebesar Rp.2.022.200,- (dua j u t a dua 
puluh dua r ibu dua ratus rupiah). 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi : 
a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri 

r\ Sipil; dan 
b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. 

Bagian Kelima 
Tunjangan Kepala Desa dan BPD 

Pasal 13 
(1) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan 

pembayaran melalui Rekening Pribadi. 
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai ber ikut : 

a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 
1.500.000,- (satu ju ta lima ratus r ibu rupiah) perbulan; 

b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan 
sebesar Rp. 1.250.000,- (satu ju ta dua ratus lima puluh r ibu rupiah); 

c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang 
dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu ju ta 
rupiah); 

d. Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan 
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus r ibu rupiah). 
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5) Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa. 
6) Biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana 

Olahraga Desa. 
7) Kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan. 
8) Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. 
9) Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
10) Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. 
11) Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat 

Padat Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh Persen) 
dari total anggaran kegiatan. 

12) Biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa. 
13) Dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Pasal 12 
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan 

selama dua belas bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi yang 
teknis pelaksanaannya diatur oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD). 

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada 
minggu pertama bulan berikutnya. 

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit per bulan 

sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam 
ratus empat puluh rupiah). 

b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan 
sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat 
ratus dua puluh rupiah). 

c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan 
paling sedikit per bulan per-orang sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua 
puluh dua ribu dua ratus rupiah). 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi : 
a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri 

Sipil; dan 
b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. 

Bagian Kelima 
Tunjangan Kepala Desa dan BPD 

Pasal 13 
(1) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan 

pembayaran melalui Rekening Pribadi. 
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; 

b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan 
sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang 
dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta 
rupiah); 

d. Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasike paling tinggi perbulan 
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). � /\ 
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Bagian Keenam 
Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD 

Pasal 14 
(1) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap 

bulan. 
(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

sebagai ber ikut : 
a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima 

ratus r ibu rupiah) perbulan; 
b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 275.000,-

(dua ratus pu luh lima ribu rupiah) perbulan; 
c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi perbulan per-

orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh r ibu rupiah); 
d. Kepala Dusun dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang 

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus r ibu rupiah); dan 
e. Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per-

orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh r ibu rupiah). 
(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibayarkan apabila: 
a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat; 
b. Laporan Kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi 

oleh Camat; dan 
c. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala 

Desa. 

Bagian Ketujuh 
Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Pasal 15 
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Subsidi Asuransi Kesehatan; 
(2) Subsidi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(3) Iuran Subsidi Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang per 
bulan; dan 

(4) Iuran Subsidi Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dihitung dengan ketentuan 1% (satu persen) dari pemberi kerja dan 4% (empat 
persen) dari APBDesa. 

Bagian Kedelapan 
Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 

Pasal 16 
(1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Subsidi Asuransi 

Ketenagakerjaan; 
(2) Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(3) Iuran Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari 
Penghasilan Tetap per orang per bulan. 

Bagian Kesembilan 
Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Pasal 17 
(1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per­
bulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

(2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator didlokasikan paling tinggi 
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Bagian Keenam 
Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD 

Pasal 14 
(1) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap 

bulan. 
(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

sebagai berikut: 
a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah) perbulan; 
b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 275.000,­ 

(dua ratus puluh lima ribu rupiah) perbulan; 
c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi perbulan per­ 

orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 
d. Kepala Dusun dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang 

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan 
e. Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per­ 

orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibayarkan apabila: 
a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat; 
b. Laporan Kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi 

oleh Camat; dan 
c. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala 

Desa. 

Bagian Ketujuh 
Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Pasal 15 
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Subsidi Asuransi Kesehatan; 
(2) Subsidi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(3) Juran Subsidi Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang per 
bulan; dan 

(4) Juran Subsidi Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dihitung dengan ketentuan 1 % (satu persen) dari pemberi kerja dan 4% (empat 

O persen) dari APBDesa. 

Bagian Kedelapan 
Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 

Pasal 16 
(1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Subsidi Asuransi 

Ketenagakerjaan; 
(2) Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(3) Juran Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari 
Penghasilan Tetap per orang per bulan. 

Bagian Kesembilan 
Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Pasal 17 
(1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per­ 
bulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

(2) Honorarium Pembantu Togas U
i

gi.173.804209510062110 0 0 1 166.08963093150 1 171.4938488576 66081 272.5175109843 Tm
(h ) Tj
E1

To

38488576 66081 272.5175109843 Tm
(h ) Tj
03.919187.5062110 0 0
(() Tj
E7759 286.7949358BT
1.0306915515 0 0 1 447.8295814 145.295254833 272.517510985782073814 286.551315515 0 0 18 0 9Pah0 0 1 346.5905096667062110 4451 Tm
(a(a) Tj
ET
ET
038908979 0 0 1 328442420827 1 74.5782073814 286.5513911555 Tm Tm
(r) T601 0 0 n ) Tj
ET
BT
0.9510062110 0 0 1 460.9034830049 0 0 1 4400437021774886590585 T4T
1T
B512180448 0 0 1 262.6449912127 28667.328618U73.560663(p) Tj
ET
BT
0.9
ET
BT
0.993816168717 10896
(a) Tj
ET
BT
1u



(3) Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan 
Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu ju ta rupiah); 

(4) Insentif anggota LINMAS paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 
150.000,- (seratus lima puluh r ibu rupiah); 

(5) Honorarium Pelayan Masyarakat selain Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Desa, Kader Tehnik Desa dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang 
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus r ibu rupiah); dan 

(6) J ika dalam hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium 
tidak diberikan. 

BAB VI 
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN 

Persyaratan Penyaluran 
Pasal 18 

Syarat umum penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) 
kepada Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan 
Peraturan Desa sebagai ber ikut : 
a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

O (RPJMDes); 
b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa); 
c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 

dan 
d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 

Anggaran Sebelumnya. 

Mekanisme Penyaluran 
Pasal 19 

(1) Penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) dari 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) 
dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana; 

(2) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan 
Desa dan laporan sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan Penyaluran 
Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus); 

(3) Penyampaian peraturan dan laporan di tujukan kepada Bupati melalui Dinas 
Q Pemberdayaan Masyarkat dan Desa (DPMD) tembusan disampaikan kepada 

Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Camat. 

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban 
Pasal 20 

(1) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat 
setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 
disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, 
dan Badan Keuangan Daerah dalam bentuk softcopy (.pdf) yang telah 
ditandatangani dan cap/stempel basah. 

(3) Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 
Desa dengan tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pencairan 
Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) tersebut dilakukan 
penundaan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban diterima serta 
diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku bagi kepala desa yang bersangkutan. i l / 
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BAB VII 
TAHAPAN PENYALURAN 

Pasal 21 
(1) Penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 
setiap bulan dan diterimakan pada minggu pertama bulan berjalan kerekening 
masing-masing penerima; 

(2) Penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana 
Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Desa dan penyaluran dana 
hasil pemotongan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) ke 
Rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan; 

(3) Penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) sampai dengan ayat (10) 
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai ber ikut : 
a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga 

bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen); 
b. Triwulan I I paling cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat 

bulan Jun i sebesar 25% (dua puluh lima persen); 
c. Triwulan II I paling cepat bulan Ju l i dan paling lambat minggu keempat 

bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan 
d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga 

bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
(4) Penyaluran Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) dari RKUD 

ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 
21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN 
ke RKUD; 

(5) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran 
Dana Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi; dan 

(6) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran Dana Alokasi 
Dana Desa, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat 
diperhitungkan dalam penyaluran Dana Alokasi Dana Desa tahun berikutnya. 

Pasal 22 
(1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melampirkan 

kelengkapan administrasi sebagai berikut: 
a. Print Out APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes; 
b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) 

dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan 
kepada BPD, dan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa (LPPD); 

c. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa 
yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana terlampir; 

d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir; 
e. Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap & Tunjangan 

Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD dari bulan januar i sampai dengan 
desember; 

f. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan; 
g. Foto copy buku rekening kas Desa; 
h. Foto copy buku rekening penerima penghasilan tetap dan tunjangan; 
i . Foto copy Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, 

Perangkat Desa; 
j . Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Bombana; dan 
k. Surat permohonan Debet ddfi Rekening Kas Desa ke rekening Kepala Desa, 

Perangkat Desa dan BPD. / \\ 
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f. telah mengisi data profile Desa secara Online (tingkat perkembangan Desa 
terbaru) sebesar 100%; 

g. telah mengisi data Aset Desa triwulan Kedua sampai dengan triwulan Ketiga 
Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades; 

h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur; 
i . Dokumentasi kegiatan 50% sampai dengan 100% dengan pengambilan 

gambar dari t i t ik posisi yang sama; 
j . Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; dan 
k. Bukt i pembayaran Pajak belanja (PPN/PPh). 

(6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat 
(5) terdapat dalam Lampiran I I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati in i . 

BAB VIII 
TIM ASISTENSI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN 
Pasal 23 

(1) Bupati membentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 
(2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 

a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Program 
Gembira Desa; 

b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan Program 
Gembira Desa; 

c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan 
masyarakat dan/atau pihak lain; 

d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi 
kegiatan Program Gembira Desa; 

e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas t im fasilitasi pengelolaan 
keuangan Desa tingkat Kecamatan; dan 

f. memberikan laporan kepada Bupati. 

Pasal 24 
(1) Camat membentuk t im asistensi pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan 

dengan Keputusan Camat, dengan komposisi minimal sebagai berikut: 
a. camat; 
b. sekretaris camat; 
c. kepala seksi pemerintahan; 
d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa; 
e. supervisor siskeudes; 
f. PDP dan PDTI; dan 
g. fungsi lain yang terkait. 

(2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 
a. melakukan pengawasan, pengendaiian, monitoring dan evaluasi Program 

Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus); 
b. melakukan pembinaan pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana 

Desa Plus); 
c. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup 

perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan, penatausahaan, dan 
pertanggungjawaban pelaporan APBDesa; 

d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa; 
e. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila 

hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi Program Gembira 
Desa (Alokasi Dana Desa Plus) tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran 
dan/atau tidak sesuai dengan laporan realisasi angaran; dan 

f. memberikan lapoian rut in maupun berkala kepada t im asistensi tingkat 
Kabupaten. \\ II 
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3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapan hasil evaluasi 
atas dokumen/berkas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah 
menerima dokumen/berkas dari pemerintah Desa. 

4) Dalam hal hasil evaluasi dokumen/berkas sebagaimana dimaksud ayat (3) 
belum ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja. maka Tim 
asistensi dan Camat dianggap telah menerima dan meyetujui isi 
dokumen/berkas tersebut dan telah layak untuk diteruskan ke Dinas 
Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabupaten Bombana. 

1) Bupati menunda penyaluran Dana Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) 
Triwulan I dalam hal : 
a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 

berjalan kepada Bupati dan tidak menyampaikan laporan realisasi 
penggunaan ADD serta Peraturan Desa tentang laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya; 

b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu 
meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan 

c. terdapat usulan dari Inspektorat Kabupaten Bombana. 
2) Bupati menunda penyaluran Dana Program Gembira (Alokasi Dana Desa Plus) 

Triwulan I I , I I I dan IV apabila belum menyampaikan laporan realisasi dan 
pertanggungjawaban triwulan sebelumnya. 

(1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan 
pemantauan pengelolaan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa 
Plus). 

(2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai 
dari camat sampai kepada Perangkat Daerah kabupaten yang berwenang. 

(3) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana 
Desa Plus). 

(4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang 
terdiri dari lintas Perangkat Daerah kabupaten. 

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Asistensi Tingkat Kabupaten dilaporkan 
ke Bupati minimal 1 (satu) kali dalam triwulan. 

(1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Program Gembira Desa (Alokasi Dana 
Desa Plus) dalam periode berjalan dilakukan oleh BPD dan Camat. 

(2) Inspektorat Kabupaten Bombana sewaktu-waktu dapat melakukan 
pengawasan pengelolaan Program Gembira Desa atas perintah Bupati. 

(3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan.pengawasan 
terhadap Program Gembira Desa atas sepengetahuan Bupati. h / 

BAB IX 
SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN DANA 

PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS) 
Pasal 25 

BAB X 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Baian Kesatu 
Pembinaan 

Pasal 26 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 27 
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BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 28 
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Program Gembira Desa 
harus dipublikasikan baik dari media cetak maupun elektronik, sehingga 
Masyarakat Desa dapat mengetahui informasi Program Gembira Desa dan dapat 
turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bombana. 

P A R A F K O O R D I N A S I 
NO UNIT/SATUAN KERJA PARfAF 

1 
2 J L 

3 
4 w > — 1 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, 2-8 DexeM&ep. 2020 

BUPATI BO 

H. TAFDIL 

Diundangkan di Rumbia 
ada tanggal, * tf 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

ARFA 
BERITA D H KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR //a 
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LAM PI RAN I 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
\\% TAHUN 2020 
28 Daev f̂c^P- 2020 
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM 
GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN 
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2021 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA 
(ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. Tunjangan Perangkat Desa dan BPD; 
c. Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD; 
d. Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
e. Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan 

BPD; 
f. Insentif Pelayan Masyarakat Desa; 
g. Operasional Kelembagaan Desa; 
h. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; 
i . Operasional pemerintah Desa, me l iput i : 

(1) Belanja Barang dan Jasa, 
(2) Perjalanan Dinas, dan 
(3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor. 

j . Operasional BPD, me l iput i : 
(1) Belanja Barang dan Jasa; 
(2) Perjalanan Dinas; dan 
(3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor. 

k. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; 
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa meliputi : 

(1) Survey batas desa, 
(2) Pembangunan Gapura, dan 
(3) Pembuatan Peta Desa, d l l . 

m. Pendataan Profil Desa; 
n. Pendataan aset Desa; 
o. Penyelenggaraan musyawarah Desa : 

(1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa, 
(2) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa, 
(3) Penyelenggaraan Musyawarah Kerjasama Desa. 

p. Pengelolaan informasi Desa : 
(1) Pembuatan dan pengelolaan Website Desa. 

q. Penyelenggaraan Perencanaan Desa : 
(1) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), 
(2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). 

r. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa : 
(1) Rapat ru t in , 
(2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan. 

s. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa : 
(1) Pembangunan tembok penahan tanah kantor Desa, 
(2) Pemeliharaan bangunan kantor Desa, 
(3) Pembangunan WC kantor Desa, 
(4) Pembangunan gedung kantor Desa, 
(5) Sarana internet kantor Desa, 
(6) Pembangunan balai Desa, 
(7) Listrik kantor Desa, 1 
(8) Rehab kantor Desa, dan U / 
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(9) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa: 
a. Kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan; 
b. Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu; 
c. Program satu desa, satu sarjana; 
d. Jalan rabat beton; 
e. Pembuatan dan peningkatan jalan pemukiman; 
f. Pembangunan Deucker; 
g. Pembangunan Gedung Polindes/Poskesdes; 
h. Pembangunan Gedung Posyandu; 
i . Pembuatan sumur Bor/Gali; 

j . Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa; 
k. Pengadaan tangki air bersih; 
1. Pengadaan pupuk organik; 
m. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa bersifat Padat Karya 

dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh persen) dari total 
anggaran; dan 

n. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa: 
a. Pembinaan keagamaan; 
b. Pembinaan pemuda dan olah raga; 
c. Pembinaan Budaya dan Adat istiadat; 
d. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan 

masyarakat Desa; 
e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; 
f. Penyediaan operasional kelembagaan Desa; 
g. Penyediaan operasional PKK; 
h. Penyediaan operasional Majelis Taklim; 
i . Penyediaan operasional Dasawisma; 

j . Penyediaan operasional LPM; 
k. Penyediaan Honorarium pelayan masyarakat seperti Imam Mesjid/Imam 

Desa, Perawat Desa, Guru Mengaji, Guru Minggu, Guru Honorer Taman 
Kanak-kanak, Kader Posyandu, dan pelayan masyarakat lainnya; dan 

1. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa: 
a. Pelatihan/Bimtek pengembangan kapasitas Aparatur Desa; 
b. Pelatihan/Bimtek Pengurus BUMDesa; 
c. Penunjang kegiatan 10 program PKK, UP2K-PKK; 
d. Studi perbandingan pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa; dan 
e. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

P A R A F K 0 0 R D I N A 
UNIT/SATUAN KERJA 

(9) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa: 
a. Kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan; 
b. Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu; 
c. Program satu desa, satu sarjana; 
d. Jalan rabat beton; 
e. Pembuatan dan peningkatan jalan pemukiman; 
f. Pembangunan Deucker; 
g. Pembangunan Gedung Polindes/Poskesdes; 
h. Pembangunan Gedung Posyandu; 
i. Pembuatan sumur Bor/Gali; 
j. Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa; 
k. Pengadaan tangki air bersih; 
I. Pengadaan pupuk organik; 
m. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa bersifat Padat Karya 

dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh persen) dari total 
anggaran; dan 

n. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bidang Pembinaan kemasyrakatan Desa: 
a. Pembinaan keagamaan; 
b. Pembinaan pemuda dan olah raga; 
c. Pembinaan Budaya dan Adat istiadat; 
d. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan 

masyarakat Desa; 
e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; 
f. Penyediaan operasional kelembagaan Desa; 
g. Penyediaan operasional PKK; 
h. Penyediaan operasional Majelis Taklim; 
i. Penyediaan operasional Dasawisma; 
J. Penyediaan operasional LPM; 
k. Penyediaan Honorarium pelayan masyarakat seperti Imam Mesjid/Imam 

Desa, Perawat Desa, Guru Mengaji, Guru Minggu, Guru Honorer Taman 
Kanak-kanak, Kader Posyandu, dan pelayan masyarakat lainnya; dan 

I. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa: 
a. Pelatihan/Bimtek pengembangan kapasitas Aparatur Desa; 
b. Pelatihan/Bimtek Pengurus BUMDesa; 
c. Penunjang kegiatan 10 program PKK, UP2K-PKK; 
d. Studi perbandingan pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa; dan 
e. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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LAM PI RAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR : l\X TAHUN 2020 
TANGGAL : J?^e*4fc^ 2020 
TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM 

GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN 
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2021 

CONTOH FORMAT 

l .Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh 
Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bombana. 

PEMERINTAH DESA 
KECAMATAN 

KABUPATEN BOMBANA 
Alamat: No. ... Tip./Fax. .... Kode Pos 

20. 
Nomor 
Lampiran 
Perihal 

20. Kepada 
1 (satu) berkas Yth. Bapak Bupati Bombana 
Permohonan Penyaluran Dana Cq. Kepala Badan Keuangan 
Penghasilan Tetap & Tunjangan Daerah 
Kepala Desa, Perangkat Desa 8s Di-
BPD Tahun Anggaran 2021 Rumbia 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 20... 
tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira 
Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana Tahun 
Anggaran 2021, maka kami mengajukan permohonan penyaluran 
dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat 
Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas 
Desa (RKD) setiap bulannya. 

Dan selanjutnya Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa akan salurkan secara debet atau 
pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa (RKD) ke Rekening Kepala 
Desa dan Perangkat Desa. 

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan 
penyaluran sebagai ber ikut : 
1. Rekomendasi hasil verifikasi dari Pemerintah Kecamatan; 
2. Dokumen APBDesa TA. 2021 (copy); 
3. SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy); 
4. Rincian Anggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Setiap 

bulannya; 
Permohonan Debet/Pemindahbukuan dari RKD ke Rekening 
Penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang ditujukan 
kepada Pihak Bank; dan 

6. Rekening Bank Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (copy). 

5. 

Kepala Desa 
ttd/stempel 

Tembusan Yth: 
1. Bupati Bombana (sebagai laporan); 
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana; 
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana; 
4. Camat Kabupaten Bombana; 
5. Arsip. 
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PERATURAN BUPATI BOMBANA 
l[2 TAHUN 2020 
8 &€6e 2020 
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM 
GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN 
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2021 

CONTOH FORMAT 
I.Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh 

Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bombana. 

LAMPIRAN II 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PEMERINTAH DESA . 
KECAMATAN . 

KABUPATENBOMBANA 
Alamat : No. . . . Tp./Fax Kode Pos . 

0 
Nomor 
Lampiran 
Perihal 

..................... 20 . 
1 (satu) berkas Yth. 
Permohonan Penyaluran Dana 
Penghasilan Tetap & Tunjangan 
Kepala Desa, Perangkat Desa & 
BPD Tahun Anggaran 2021 

........... , ··············· 20 . 
Kepada 
Bapak Bupati Bombana 
Cq. Kepala Badan Keuangan 
Daerah 
Di- 

Rumbia 

0 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor ..... Tahun 20... 
tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira 
Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana Tahun 
Anggaran 2021, maka kami mengajukan permohonan penyaluran 
dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat 
Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas 
Desa (RKD) setiap bulannya. 

Dan selanjutnya Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa akan salurkan secara debet atau 
pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa (RKD) ke Rekening Kepala 
Desa dan Perangkat Desa. 

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan 
penyaluran sebagai berikut: 

1. Rekomendasi hasil verifikasi dari Pemerintah Kecamatan; 
2. Dokumen APBDesa TA. 2021 (copy); 
3. SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy); 
4. Rincian Anggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Setiap 

bulannya; 
5. Permohonan Debet/Pemindahbukuan dari RKD ke Rekening 

Penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang ditujukan 
kepada Pihak Bank; dan 

6. Rekening Bank Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (copy). 

Kepala Desa , 
ttd/stempel 

........................ 
Tembusan Yth: 
1. Bupati Bombana (sebagai laporan); 
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana; 
3. lnspektur Daerah Kabupaten Bombana; 
4. Camat Kabupaten Bombana; 
5. Arsip. 
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2. Contoh Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. 

PEMERINTAH DESA 
V « \ KECAMATAN 
< y S $ KABUPATEN BOMBANA 

Alamat; No. ... Tlp./Fax. .... Kode Pos 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Saya yang bertanda tangan dibawah i n i : 
Nama : 
Jabatan : Kepala Desa 
Bertindak an. : Pemerintah Desa 
Alamat : Desa 

Dengan in i menyatakan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa 
(ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat 
Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp ( 

), akan menggunakan dana tersebut sesuai 
dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peraturan Bupati Bombana 
Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 
Tahun tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program 
Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 
2021; 

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam 
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya 
bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah, serta 
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan in i dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

, 20 

Yang Membuat Pernyataan 
Kepala Desa 

Materia "<*/stempel 
6000 
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2. Contoh Format Surat pemyataan tanggungjawab mutlak. 

PEMERINT AH DESA . 
KECAMATAN .................. 
KABUPATEN BOMBANA 

Alamat : No Tlp./Fax Kode Pos .. 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama .. 
Jabatan 
Bertindak an. 
Alamat 

: Kepala Des a .. 
: Pemerintah Desa . 
: Desa . 

0 

0 

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa 
(ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat 
Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. ..sss..ss·..»..... ( ....s...s...... 
............................................... ), akan menggunakan dana terse but sesuai 
dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peraturan Bupati Bombana 
Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Bombana Nomor . 
Tahun .. .. . .. .. .. . ten tang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program 
Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 
2021; 

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam 
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya 
bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah, serta 
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

.............. , 20 . 

Yang Membuat Pernyataan 
Kepala Desa . 

Matera± ttd/stempel 
6000 ..............•.... 
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3. Contoh Format Rincian Permohonan PenyaWran Dana Penghasilan Tetap 8s Turfrt&igan Kepala Desa, Perangkat Desa 8s BPD dari 
bulan januari sampai dengan desember. 

K O D E R E K . 

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN BULAN JANUARI S .D D E S E M B E R 2021 
D E S A K E C A M A T A N K A B U P A T E N BOMBANA 

DRAHIAE HBOIATAH 
HAROA 
BATUAM 111 

AJKKIARAH |Rp.| BETAM»AJI/ 
(BBHKURAHO| 

RUVCIAH REHCAHA FEHCAIRAJIAH DAHA |Rp.| JUMLAH 

BCLAEJA DARI ADD 

I . B IDAHO PENVtUltaaARAH FEMER1HTAKAH DESA 

ptn^Aaaf [ a a T H A R A M T u V U R U Kfpmlm A M . 

PHIMIIAI T.t.p K.p .̂ D m 

T u t i k u P n ^ U l H E.pala D*aa 

tawtaAlin T H v S n T s t j w p w i 

PUEBAAUU THap IAURU D « a 

SekrctarW m 

Kepala UruBart 

T u ^ a u ^ a EadnAakaa BPD 

Wakil Ketua BPD 

SektwaiiaHPD 

T a a j n p u i KlaaiJa BPD 

Wakil Ketua BPD 

Sekrctarii BPD 

Mengetahui ; Te lah d iver i f ikas i o leh , 20. . . . 
Kepa la Desa Sekre ta r i s D e s a Kepa l a U rusan Keuanga , 

t td/s tempe l t t d t t d 

19 

3. Contoh Format Rincian Permohonan Penya&dan Dana Penghasilan Tetap & Tu,khgan Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD dari 
bulan januari sampai dengan desember. 

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2021 
DESA KECAMATAN KABUPATEN BOMBANA ............... ............... 

MAROA 4AA(R. TAM/ 
A.A6A CAA.A pAtA [p JMLAf 

OD E. URAN1A MOLA TA v0LOE MT0A (mp. 
4 .tag rAA 

ptA4 
A. ,a • A. MEI J L 4.0»% • 0KT v DU 

' 2 • • ' • • • • 0 " 12 1a .. " 4 I $ ts a0 

4A.A DA 4DD 

i. MO OYAMA RRDTAMA LA 

.AL.fl. Pe...l. 'wt. • f.A..... pl - "' .df t ...loll. 

1±0i .d ft.44.. 

' Kegad pet I Bulan 

6110% ht.. De. 

t Keal De I tun 

119 f%.%le DD. 

' rpel Bolan 

LL.0.4%.yd..%..d.ft f.. rct 
81 le..et A ft« ..%.D. 

1a20t l.be. wt.er.t b 

' ii De.a en 

' Kpa tr0 uloon 

3 epal 8kl iud 

d epa Douin ule 

1a20 ..db.r.. 

' etc Ge hula 

' Kpal Ure. uh 

3 Kcpl Seo uban . Kpad Din u. 
i4 h%./.. D 

61 fw..f 4al 

' Keto 8PD Bude 

2 Wait et a PD rub 

' Selnetcri D ulsn . r • Julen 

10 fa.. .% 
t Keto Bo ult 

2 Wal etu B9Py Bude 

' Seiretri 9D bate . ktu A Bun 

Mengetahui; 
Kepala Desa . 

ttd/ stempel ....................... 

Telah diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa . 

ttd 

. 20... 
j%ala ur~an Keuanga, 

ttd ................ 
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4. Contoh Format Rincian rencana pencairan daSa dari Triwulan I (satu) sampai dengat/IV (Empat) 

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN TRIWULAN I S.D IV TAHUN 2021 
DESA KECAMATAN KABUPATEN BOMBANA 

K O D E 
R E K . U R A N I A N K E G I A T A N V O L U M E 

H A R G A 
OA 1 UAJ1 

(Rp.) 

A N G G A R A N (Rp.) B E T A M B A H / 
( B E R K U R A N G ) 

R I N C I A N R E N C A N A P E N C A I R A N A N D A N A (Rp.) J U M L A H 
(Rp.) 

K O D E 
R E K . U R A N I A N K E G I A T A N V O L U M E 

H A R G A 
OA 1 UAJ1 

(Rp.) S E B E L U M S E T E L A H 

B E T A M B A H / 
( B E R K U R A N G ) TW . I TW . n T W . ra T W . I V 

J U M L A H 
(Rp.) 

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 
B E L A N J A D A R I A D D 

1. B I D A N G P E N Y E L E N G G A R A N P E M E R I N T A H A N D E S A 

2 . B I D A N G P E M B A N G U N A N D E S A 

3 . B I D A N G P E M B I N A A N K E M A 8 Y A R A R A T A N 

4 . B I D A N G P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A 

8 . B I D A N G P E N A N G G U L A N A G A N B E N C A N A 

J U M L A H T O T A L 

Mengetahui; Telah diverifikasi oleh , 20.... 
Kepala Desa Sekretaris Desa Kepala Urusan Keuanga, 

ttd/stempel Ttd Ttd 
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4. Contoh Format Rincian rencana pencairan a{l aat Triwulan 1 (satu) sampai den{hv (mpat) 

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN TRIWULAN IS.D IV TAHUN 2021 
DESA ..............·..•. KECAMATAN ....................o...... KABUPATEN BOMBANA 

KODE HARGA ANGGARAN [Rp.) BETAMBAH/ RINCLAN RENCANA PENCAIRANAN DANA [Rp.) JUMLAH 
REK. URAN IAN KEGIATAN VOLUME SAT UAN (Rp.) 

fRo.l SEBELUM SETELAH (BERKURANG) TW.I TW.N TW. III TW.IV 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 
BELANJA DARI ADD 

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 

2. BIDANG PEMBAN OUNAN DESA 

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARARATAN 

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

6. BIDANG PENANGGULANAGAN BENCANA 

JUMLAH TOTAL 

Mengetahui; 
Kepala Desa . 

ttd/ stempel 

Telah diverifikasi oleh 
Sekretarls Desa . 

Ttd 

·························• KEpala Urusan Keuaga, 

Ttd 

20.... 

.................................. 
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5. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan dari Kecamatan. 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
KECAMATAN 
Jin No Tip./Fax. ... KodePos 93771 

BERITA ACARA VERIFIKASI 
Nomor: 2021 

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua r ibu dua 
puluh satu bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah 
dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) 
untuk pembelanjaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat 
Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Desa 
Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar Rp 
(. terbilang..... .J. 

No. Ura ian Dokumen 
Ha 

Ver i i 
s i l 
I k a s i K e t . No. Ura ian Dokumen 

Ada Tidak 
Ada 

K e t . 

1 Dokumen RKPDesa Tahun 2021 
2 Dokumen APBDesa TA. 2021 
3 Salinan SK Kades, Perangkat Desa 8s BPD 
4 Rincian Siltap dan Tunjangan TA. 2021 

5 Permohonan Debet dari RKD ke Rek. Kades, Perangkat Desa 
86 BPD 

6 Salinan/Foto Copy Rekening Bank Kades, Perangkat Desa 8& 
BPD 

dst. 
Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat 
penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

No Nama / NIP Jabatan Tanda Tangan 
1. Camat 1 
2. Sekcam 2 
3. 3 
4. 4 

Demikian Berita Acara Verifikasi in i dibuat dengan sebenar - benarnya untuk 
menjadi bahan seperlunya. 
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5. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan dari Kecamatan. 

4 

• e° 
PEMERIN TAH KABUPATEN BOMBANA 

KECAMATAN . 
Jln No 11p./Fax Kode Pos 93771 

BERITA ACARA VERIFIKASI 
Nomor: 2021 

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua 
puluh satu bertempat di Kantor Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten Bombana telah 
dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) 
untuk pembelanjaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat 
Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Desa . 
Kecamatan ... Ka bu paten Bombana sebesar Rp. . ,- 

b tku d; ifikc ' dalah b ku 
( •........••.•.• terbilang ....•.............•... ). 
Do men persyaratan yang 1ven1.1. as1 a se aga1 en t: 

Hasil 
No. Uralan Dokumen Verlflkast Ket. 

Ada TIdak 
Ada 

1 Dokumen RKPDesa Tahun 2021 
2 Dokumen APBDesa TA. 2021 
3 Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD 
4 Rincian Siltap dan Tuniangan TA. 2021 

5 Permohonan Debet dari RKD ke Rek. Kades, Perangkat Desa 
&BPD 

6 Salinan/Foto Copy Rekening Bank Kades, Perangkat Desa & 
BPD 

dst. 

0 

verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat 
Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

d a un nggaran 2021, an kami menandatangani berita acara verifikasi. 
No Nama / NIP Jabatan Tanda Tangan 
1. Camat 1. .............. 
2. Sekcam 2. ·············· 
3. Kasi ....... 3. . ............. 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . ·············· 

Berdasarkan hasil 
penyaluran Alokasi 
Th A 

0 

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk 
menjadi bahan seperlunya. 
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6. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium, 
Operasinal dan lain-lain dari Kecamatan. 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
KECAMATAN 

Jin No Tip./Fax. ... Kode Pos 93771 

BERITA ACARA VERIFIKASI 
Nomor: 2021 

Pada hari in i tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh 
satu bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan 
verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 
pembelanjaan Honorarium, Operasinal dan lain-lain Tahun Anggaran Dua Ribu Dua 
Puluh Satu Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar Rp. 

,- (. terbilang ). 

No. Ura ian Dokumen 
Ha 

Verif 
s i l 
i k a s i Ket . No. Ura ian Dokumen 

Ada Tidak 
Ada 

Ket . 

1. 
2. Surat Permohonan Pencairan Dana; 
3. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa; 
4. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur; 
5. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100%; 
6. Foto 0% untuk Kegiatan Insfrastruktur; 
7. Desain dan RAB untuk Kegiatan Insfrastruktur. 

dst. 
Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat 
penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

No Nama / NIP Jabatan Tanda Tangan 
1. Camat 1 
2. Sekcam 2 
3. 3 
4. 4 

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk 
menjadi bahan seperlunya. 

P A R A F K O O R D I N A S I 
NO UNIT/SATUAN KERJA PAJtAF 

1 
2 
3 
4 
5 & b ! D Vk*A<*3 

BUPATI BO 

H. TAFDIL 
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6. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifi.kasi untuk belanja Honorarium, 
Operasinal dan lain-lain dari Kecamatan. 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
KECAMATAN .............ssssss.....··rs·s··..s.·»···· 
Jln No Tlp./Fax Kode Pos 93771 

BERITA ACARA VERIFIKASI 
Nomor: 2021 

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh 
satu bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan 
verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 
pembelanjaan Honorarium, Operasinal dan lain-lain Tahun Anggaran Dua Ribu Dua 
Puluh Satu Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar Rp . 
.............. ,- ( terbilang J. 

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk 
menjadi bahan seperlunya. 

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat 
penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Tah 

Dokumen oersvaratan vane: diverifikasi adalah sebagai berikut : 
Hasil 

No. Uraian Dokumen Verifiasi Ket. 
Ada Tidal 

Ada 

1. SPJ sampai dengan ..................., 
2. Surat Permohonan Pencairan Dana; 
3. Fotocopv Buku Rekening Kas Desa; 
4. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur; 
5. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100%; 
6. Foto 0% untuk Kegiatan Insfrastruktur; 
7. Desain dan RAB untuk Kegiatan Insfrastruktur. 

dst. .. 

un Anggaran 2021, dan kami menandatangani berita acara verifikasi. 
No Nama / NIP Jabatan Tanda Tangan 
1. Camat 1. .............. 
2. Sekcam 2. . ............. 
3. Kasi ....... 3. . ............. 
4. ................... 4. . ............. 

0 

0 

A, 

H. TAFD L 
4 

2 

5 

PARAF KOORDINASI 

3 

NO UNIT/SATUAN KERJA P 
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR : \\X TAHUN 2020 
TANGGAL : Ve^^CX^ 2020 
TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA 

(ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

NO. B T . 1 I A 1/ T?/l A I f A T A M K A M A D E S A 
r K U u l u l K l UCA1IS1JKA 

D E S A (ALOKASI DANA 
D E S A PLUS) 

K E T . 

l 2 3 5 

1 KABAENA RAHADOPI 500.000.000,-
2 KABAENA TIRONGKOTUA 500.000.000,-
3 KABAENA BARAT BALIARA 500.000.000,-
4 KABAENA BARAT RAHANTARI 500.000.000,-
5 KABAENA BARAT BALIARA KEPULAUAN 500.000.000,-
6 KABAENA BARAT BALIARA SELATAN 500.000.000,-
7 KABAENA TIMUR WUMBUBURO 500.000.000,-
8 KABAENA TIMUR BALO 500.000.000,-
9 KABAENA TIMUR TOLI-TOL1 500.000.000,-
10 KABAENA TIMUR TAPUHAKA 500.000.000,-
11 KABAENA TIMUR BUNGI-BUNGI 500.000.000,-
12 KABAENA TENGAH | LAMONGGI 500.000.000,-
13 KABAENA TENGAH ENANO 500.000.000,-
14 KABAENA TENGAH LENGORA 500.000.000,-
15 KABAENA TENGAH TANGKENO 500.000.000,-
16 KABAENA TENGAH ULUNGKURA 500.000.000,-
17 KABAENA TENGAH LENGORA SELATAN 500.000.000,-
18 KABAENA TENGAH LENGORA PANTAI 500.000.000,-
19 KABAENA UTARA MAPILA 500.000.000,-
20 KABAENA UTARA WUMBULASA 500.000.000,-
21 KABAENA UTARA SANGIA MAKMUR 500.000.000,-
22 KABAENA UTARA E'EMOKOLO 500.000.000,-
23 KABAENA UTARA TEDUBARA 500.000.000,-
24 KABAENA UTARA LAROLANU 500.000.000,-
25 KABAENA SELATAN LANGKEMA 500.000.000,-
26 KABAENA SELATAN BATUAWU 500.000.000,-
27 KABAENA SELATAN PONGKALAERO 500.000.000,-
28 KABAENA SELATAN PU'U NUNU 500.000.000,-
29 RUMBIA LANTAWONUA 500.000.000,-
30 RUMBIA TENGAH TAPUHAHI 500.000.000,-
31 RUMBIA TENGAH LAMPATA 500.000.000,-
32 MATA OLEO POMONTORO 500.000.000,-
33 MATA OLEO LIANO 500.000.000,-
34 MATA OLEO PULAU TAMBAKO 500.000.000,-
35 MATA OLEO LORA 500.000.000,-
36 MATA OLEO TOLI-TOLI 500.000.000,-
37 MATA OLEO TAJUNCU 500.000.000,-
38 MATA OLEO MAWAR 500.000.000,-
39 MATA OLEO LALOA 500.000.000,-
40 MATA OLEO BATUSAMPE INDAH 500.000.000,-
41 MATA OLEO HAMBAWA 500.000.000,-
42 MATA OLEO PU'U WAEYA 500.000.000,-
43 RAROWATU RAU-RAU 500.000.000,-
44 RAROWATU LADUMPI 500.000.000,-
45 RAROWATU RAROWATU 500.000.000,-
46 RAROWATU LAKOMEA 500.000.000,-
47 RAROWATU PANGKURI 500.000.000,-
48 RAROWATU LAMPEANTANI 500.000.000,-
49 RAROWATU WATU KALANGKARI 500.000.000,-
50 RAROWATU TAHIITE 500.000.000,-



V 

NO. NAMA KECAMATAN NAMA DESA 
PROGRAM GEMBIRA 

DESA (ALOKASI DANA 
DESA PLUS) 

K E T . 

* * 

c i D f t D n U J A T I ! T I T A D A 1I7T TMRT TR A M O V A W U M D U P A i N G K A C Q Q n n n n n n 

oz D A D f i W A T I J 7 )TA X>A K A K G W f t I U U l A K A H I TVAIT A t l U l V f t C r t Gnn n n n n n n ouu .uuu . uuu , -
O A P f M U A T T T T T T A P A K A K G W f t l v J U m K r t T A N T O W T T A LAIN 1 U W Uft c n n n n n n n n ouu .uuu .uuu , -

G/i 
OH 

D A P n W A T n T T T A P A K A K U W r t l U U 1 ftKft T P M R T ? s n n n n n n n n 
DUU.UUU.UUU, GG P A P C 1 W A T T T r r T A P A K A K G W ft 1 U U l ftKft W f t l U ME/IN I f t U E / Gnn n n n n n n 
0\J\J. \ J \ J \ J . \ J \ J \ J , -

GA OO P A P n U f A T I I T T T A P A K n K U W n l U U 1 A K A M A R P . i TAVA M A K G r t Uft I ft Gnn n n n n n n 
G7 of K A K U W A 1 U U l f t X A TTTMAG R A P T T 1 UlNftO D / I K U C Q Q n n n n n n 
CQ 
O O LftJN I ftKl J A Y A I O T i l D A V A G T C Q Q n n n n n n 

T A M T A P 1 T A V A LAIN 1 A K 1 Uft I A T A M T A P I LftlN I f t K l Gnn n n n n n n 
T A M T A P I 1AVA LAIN 1 ftKl Uft I ft T A M P . F n W A T A LftlN (J K G W A L A Gnn n n n n n n ouu .uuu .uuu , -

ft 1 T A N T A R T T A V A 
L f U 7 1 A l v i O A I r t 

P A S A R R A P I TA s o n n n n n n n -
*J\J\j *\J\J\J *\J\J\J) 

6 9 T A N T A R T TAYA A N I I G R P A H s n o n n n n n n -
ftT OO T AWTAPT T A V A 1A1N1AK1 U r t l f t V A T A R P O s n n n n n n n n ouu .uuu .uuu , 
ftA 
o t 

T AWTAPT TAVA LAIN I ftKl Oft I ft T T N A R T T R 1 UNftDl 1 E/ s o n n n n n n n -
ouu .uuu .uuu , ftA DO T A N T A P I TAVA IA IN I f t K l U A I A P A P O N O V P T T K n K U IN GIVE/ U c n n n n n n n n 

AA OO I A M T A P I TAVA LftiM L A K 1 Uft I A U7ATTT U/ATTT W f t l U - W f t l U Gnn n n n n n n ouu .uuu .uuu , 
A 7 I H ? p HiTAQAF D l f A P A V A M i r . M A o A l A J l v f t K A i f t M A G A f O V A Mft Oft L U l i f t Gnn n n n n n n ouu .uuu .uuu , -
AQ 
Do 

i f C P TlAAQAT CNVA P A V A K t r . Mf tOf t l/G lSA K f t l f t R A T T T T AMTRTTPT D f t 1 U L f t M D U K l Gnn n n n n n n 

AO 
Dy 

i / P D H/TAQ A T 7"1VA P A V A M i r . MAoAL fG IV f t K f t l f t M f A Q A I O V A Q F I A T A M MftOftLAJAft O E / L f t l f t l i Gnn n n n n n n ouu. vw. uuu , -
/U T/T?P MIAQAT Q V A P A V A I G i r . MAoAL/G lv f t K f t l f t Ml A G AT O V A TTMITTR MftOrtL/LlKft 1 1 M U K Gnn n n n n n n 
71 7 1 y p p M A Q A 1 H V A P A V A M i r . M r t o r t L / G A A K f t l f t M A G A T O V A R A R A T MftOftL/Wlvft D f t K f t l 3nn n n n n n n 

0\J\J . \ J \ J \ J . \ J \ J \ J , 
f z M ATA T TCT T M f t l f t U o U V O T ORifRT MfATATTGTT t V U L U M D l M f t l f t U O U ^ n n n n n n n n 
7 7 7 O A/TATA TTGTT M f t l f t U O U M O P R N O V R W1\JKE/1N VJiVLl. s n n n n n n n n -

0\J\J . VJVJVJ. V/vU, 
"7 A I H M A T A TTQTT M f t l f t U o U U7TA U7TA W 1ft-W1A 3 n n n n n n n n 
7 c 

/o 
M A T A TTGTT M f t l f t U O U T AMTTTD1T L f t M U K U Gnn n n n n n n 

7 A 7 O AA A T A TTGTT M f t l f t U O U T O T O T R 
1 U 1 \JLICJ 

s n n n n n n n n -

7 7 p n i XT A Nr. 
T G L E A 1 N G 

P O V O P I T M R A ^ n n n n n n n n -
J U U . U U U . U U U , 

7 0 D A I XT A lifnDAI

file:///J/J/J
file:///J/J/J
file:///J/J/J
file:///J/J/J
file:///JLiCj
http://VJL.il


nUi KAMA KECAMATAN NAMA DESA 
A • 4 U 1 L J J mfAJA m 

PROGRAM GEMBIRA 
DESA (ALOKASI DANA 

DESA PLUS) 
K E T . 

l 2 3 4 K 

1 0 8 POLEANG TENGGARA T T " 5 H * /~\ 

LEMO 
c n n n n n n n n 5UU.UUU.UUU, -

1 0 9 POLEANG TENGGARA L A R E T E c / \ n n n n n n n 5UU. UUU. U U U , -

1 1 0 POLEANG TENGGARA TERAPUNG c n n n n n n n n 5UU.UUU.UUU,-

111 POLEANG TENGGARA T A A tfi A n u i 
LAMOARE 

c n n n n n n n n 5UU.UUU.UUU,-

1 1 2 POLEANG TENGGARA A H K~¥~*t A T T A 

RAMBAHA 
r n n /"̂ nf\ 
5U0.U0U.UUU,-

1 1 3 POLEANG TENGAH A A T T T A r ^ s f / ^ 

MULAENO 
c/\f\ f\f~\f\ r\i"if\ 

50U.0U0.UUU, -
1 1 4 POLEANG TENGAH L E B O E A c f\f\ f\r\r\ f\f\f\ 

500.0UU.UUU, -
115 POLEANG TENGAH PARI A c n n n n n n n n 5UU.UUU.UUU,-

1 1 6 
T I / \ T Y~v A H t ^ / | \ n H T ^*** A T T 

POLEANG TENGAH POLEONDRO r r t A n n n n n n 5UU.UUU.UUU,-
1 1 7 1 1 / T H M T H M I I M T 1 l U i i l U i i U i i U T / T W T O W I T W T T 1 U l i 1 G i l U l i U c n n nnn nnn ouu.uuu.uuu,-
1 1 8 TONTONUNU TONGKOSENG 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -

1 1 9 TONTONUNU T E T E HAKA 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -

1 2 0 TONTONUNU WATU MELOMBA 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -

1 2 1 TONTONUNU PU'U WONUA 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -

JUMLAH TOTAL (Rp.) 60 .500 .000 .000 , -

Kontrol Penghitungan Ket. 
Dana Alokasi Umum (DAU) 4 6 4 . 0 7 9 . 2 4 7 . 0 0 0 , -
Dana Bagi Hasil (DBH) 6 6 . 8 6 2 . 7 8 6 . 0 0 0 , -
Jumlah (DAU + DBH) 530.942.033.000,-
Total Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) 6 0 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - 1 1 , 3 9 % 

P A R A F K O O R D I N A S I 
NO UNIT/SATUAN KERJA 

i P A | A F 
2 
3 
4 
5 1 

BUPATI BOMB. 

PROGRAM GEMBIRA 
NO. NAMA KECAMATAN NAMA DESA DESA (ALOKASI DANA KET. 

DESA PLUS) 

1 2 3 4 5 

108 POLEANG TENGGARA LEMO 500.000.000,­ 
109 POLEANG TENGGARA LARETE 500.000.000,­ 
110 POLEANG TENGGARA TERAPUNG 500.000.000,­ 
111 POLEANG TENGGARA LAMOARE 500.000.000,­ 
112 POLEANG TENGGARA RAMBAHA 500.000.000,­ 
113 POLEANG TENGAH MULAENO 500.000.000,­ 
114 POLEANG TENGAH LEBO EA 500.000.000,­ 
115 POLEANG TENGAH PARIA 500.000.000,­ 
116 POLEANG TENGAH POLEONDRO 500.000.000,­ 
117 TONTONUNU TONTONUNU 500.000.000,­ 
118 TONTONUNU TONGKOSENG 500.000.000,­ 
119 TONTONUNU TETE HAKA 500.000.000,­ 
120 TONTONUNU WATU MELOMBA 500.000.000,­ 
121 TONTONUNU PU'U WONUA 500.000.000,­ 

JUMLAH TOTAL (Rp.) 60.500.000.000,­ 

Kontrol Penghitungan Ket. 
Dana Al AU 464.079.247.000,­ 

0 DanaB 
Jurlah 
Total Jumlah Alokasi Dana Desa ADD 

66.862.786.000.­ 
530.942.033.000,­ 

60.500.000.000,- 11 39% 

PARAF KOORDINASI 

4 

2 ? 
3 

5 

NO UNIT/SATUAN KERJA PA.AF 
1 IC& 

0 
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